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MEMILIH merupakan $alah satu hak politik yang
melekat pada warga negara. Sama dengan -
dipilih, hak memilih dari se-
tiap warga negara dilindungi
sepenuhnya oleh konstitusi.
Oleh karena itu, negara harus
‘menjamin setiap warga nega-
ra untuk dapat menunaikan
‘hak untuk memilih tersebut.
Akan tetapi, dalam praktik-
nya, implementasi mengenai
pemenuhan hak untuk me-
milih itu tidak sederhana.’
Alasan-dlasan praktis dan
0 teknis tidak jarang mem-
: ) buat pemilih terancam

" kehilangan hak pilihnya. Di
antara mereka yang masuk kategori tersebutialah
para pemilih yang berpindah domisili.

Mereka yang berpindah domisili otomatis harus
berpindah tempat pemungutan suara (TPS). Un-
tuk mengurus perpindahan TPS, Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu hanya mem-
berikan waktu paling lambat 30 hari sebelum hari
pemungutan suara. g )

Jika melewati tenggat yang ditetapkan UU itu,
niscaya hak mereka untuk memilih pun sirna.’
Padahal, jurnlah mereka yang berpindah domisili
dari hari ke hari semakin bertambah.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat, hingga
17 Februari 2019 terdapat 275.923 pemilih yang
mengurus pindah memilih. Mereka tersebar di
87.483 TPS di 30.118 desa/kelurahan, 5.027 keca-

* matan, pada 496 kota/kabupaten. Jumlah ini diper-
kirakan akan terus bertambah.

Pemilih pindahan itu terkonsentrasi di daerah
tertentu. Daftar pemilih tambahan terbanyak ada
diJawa Timur, yakni berjumnlah 61.719 disusul Jawa
Barat sebesar 41 ribu orang, dan Jawa Tengah 40
ribu pémilih. )

Perpindahan domisili pemilih juga berdampak
kepada kebutuhan surat suara di tempat pemu-
ngutan suara (TPS). Jika pemilih di suatu TPS ber-
‘tarbah, hal itu tentu membuat kebutuhan surat
suara dan kebutuhan lainnya juga meningkat.

Persoalannya, KPU hanya diberikan hak untuk
mencetak surat suara sejumlah yang tercantum
dalam daftar pemilih tetap, ditambah 2% surat
suara cadangan. o ‘

Hak pilih yang berpindah domisili pun terancam
dua hal. Pertama ialah batas waktu, Kedua, kecu-
kupan surat suara di TPS yang baru.

Dari segi waktu, jika ketentuan itu diterapkan
pada Pemilu 2019 yang digelar pada 17 April,
pemilih hanya diberikan waktu hingga 17 Maret )
2019 untuk memastikan nama mereka masuk daf-
tar pemilih tambahan di tempat domisili mereka
yangbaru. Lewat dari tanggal itu, hak pilih mereka
otomatis gugur. ' :

Dari segi kecukupan surat suara, persoalan
mengemuka pula. Jika di TPS yang baru tidak terda-
patkecukupan surat suara, pemilih yang berpindah
TPS pun terancam tidak dapat menunaikan hak
pilih mereka. ) .

Hak ko‘_nstitqsional untuk memilih tidak boleh
dikurangi, apalagi dihilangkan hanya karena per-
soalan teknis. Karena itu, KPU harus mencarikan
solusinya. .

Solusi yang bisa diambil, misalnya, memindah-
kan surat dari satu TPS ke TPS lain yang kekurang-
an surat suara. Akan tetapi, langkah ini mengan-
dung risiko kecurigaan. .

Langkah paling aman ialah KPU mengusulkan
kepada Presiden untuk mengeluarkan peraturan
perherintah pengganti undang-undang (perppu).
Lewat perppu itu, KPU diizinkan mencetak surat
suara cadangan bagi pemilih di atas batas 2%, atau
membolehkan penggunaan KTP elektronik bagi
pemniilih pindahan, )

Apa pun opsi yang dipilih pasti mengandung
risiko. Kewajiban KPU ialah nieminimalkan setiap
risiko yang muncul tanpa meniadakan hak pemilih
pindahan.
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